PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR : 11/ 32 /PBI/2009
TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 2/24/PBI/2000 TENTANG HUBUNGAN REKENING GIRO
ANTARA BANK INDONESIA DENGAN PIHAK EKSTERN

Menimbang

a.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

GUBERNUR BANK INDONESIA,

bahwa untuk mendukung kelancaramyglesaian
transaksi dan meningkatkan pelayanan kepada
Pemegang Rekening Giro dalam rangka penarikan
Rekening Giro Valas, perlu diatur penggunaan sarana
elektronik dalam penarikan Rekening Giro Valas
tersebut;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu untuk
melakukan perubahan atas Peraturan Bank Indonesia
Nomor 2/24/PBI/2000 tentang Hubungan Rekening Giro
Antara Bank Indonesia Dengan Pihak Ekstern
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Bank Indonesia Nomor 7/48/PBI/2005 dalam Peraturan
Bank Indonesia

Mengingat...



Mengingat

1.

-2-

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 199tatey
Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3790);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4962);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

MEMUTUSKAN ...
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN BANK INDONESIA  TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BANK
INDONESIA  NOMOR  2/24/PBI/2000 TENTANG
HUBUNGAN REKENING GIRO ANTARA BANK
INDONESIA DENGAN PIHAK EKSTERN.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank IndonesiaoN 2/24/PBI/2000

tentang Hubungan Rekening Giro Antara Bank Ind@enBgingan Pihak Ekstern

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 No#@b, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4025) yhah beberapa kali

diubah dengan Peraturan Bank Indonesia:

a. Nomor 3/11/PBI/2001 (Lembaran Negara Republik Irefim Tahun 2001
Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indamdsmor 4108);

b. Nomor 6/16/PBI1/2004 (Lembaran Negara Republik Iresie Tahun 2004
Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indamésmor 4391);

c. Nomor 7/48/PBI/2005 (Lembaran Negara Republik Ireom Tahun 2005
Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indlan®&omor
4570);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagéaut:

Pasal...
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Pasal 17

(1) Penarikan Rekening Giro Valas yang dimiliki olebtansi pemerintah

(2)

3)

dilakukan dengan menggunakan sarana sebagai berikut

a.

C.

sarana penarikan yang distandardisasi dan ditarbitkleh
Pemegang Rekening Giro atau oleh instansi pembripsag
berwenang;

sarana penarikan yang distandardisasi dan ditarbitkeh Bank
Indonesia; atau

sarana elektronik yang ditetapkan oleh Bank Indanes

Sarana penarikan sebagaimana dimaksud pada ayar{if)a harus

memperoleh persetujuan Bank Indonesia dan memuiaig psedikit

hal-hal sebagai berikut:

a.
b.

d.

e.

perintah bayar;

nomor Rekening Giro Valas dan nama Rekening Girtad/a
yang didebet di Bank Indonesia;

nomor rekening dan nama rekening yang dikredit dniB
Indonesia atau di Bank Umum;

nilai nominal dalam angka dan huruf; dan

tempat dan tanggal penarikan.

Sarana penarikan sebagaimana dimaksud pada ayar{if)a harus

memenuhi spesifikasi sebagai berikut:

a.

kertas standar sesuai ketentuan intern PemegargniRgkGiro
atau instansi pemerintah yang berwenang; dan
terdapat logo atau identitas dari Pemegang Reke@ing atau

instansi pemerintah yang berwenang.

(4) Ketentuan..
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(4) Ketentuan mengenai sarana penarikan yang distasdarddan
diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagaimana dinthsula ayat (1)
huruf b dan prosedur pemberian persetujuan atanagrenarikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengaat &daran

Bank Indonesia.

2. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagéaut:
Pasal 21

(1) Penarikan atas Rekening Giro Valas oleh Pemegahkgnitey Giro
bukan instansi pemerintah dilakukan melalui pentibdd&uan dengan
menggunakan sarana sebagai berikut:

a. SWIFT (Society For Worldwide Interbank Financial
Telecommunication);

b. Teleks;

c. Sarana elektronik lainnya yang ditetapkan oleh Biawlonesia;
atau

d. Sarana penarikan yang distandardisasi dan diterbitkeh Bank

Indonesia.

(2) Ketentuan mengenai sarana penarikan lain yangndistdisasi dan
diterbitkan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pgdt (1) huruf

d diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal Il

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku padgdahditetapkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanymelagngan Peraturan
Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembdegara Republik

Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 September 2009
Pjs. GUBERNUR BANK INDONESIA,

DARMIN NASUTION

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 30 September 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMORL38
DASP



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR : 11/ 32 /PBI1/2009
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 2/24/PBI/2000 TENTANG HUBUNGAN REKENING GIRO
ANTARA BANK INDONESIA DENGAN PIHAK EKSTERN

PASAL DEMI PASAL

Pasal |
Pasal 17
Ayat (1)

Huruf a
Yang dimaksud dengan ‘“instansi pemerintah yang
berwenang” adalah instansi yang membawahi Pemegang
Rekening Giro.
Sarana penarikan dalam huruf ini antara lain SReaintah
Pencairan Dana (SP2D).

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sarana penarikan yang
distandardisasi dan diterbitkan oleh Bank Indoriesialah

sarana penarikan yang disediakan oleh Bank Indanesi
untuk digunakan oleh Pemegang Rekening Giro dalam
kondisi dimana Pemegang Rekening Giro atau instansi

pemerintah yang berwenang tidak menetapkan sarana

enarikan...
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penarikan yang distandardisasi atau sarana penayiag
telah distandardisasi oleh Pemegang Rekening Gao a
instansi pemerintah yang berwenang tersebut tigpkatt
digunakan untuk transaksi penarikan tertentu.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “sarana elektronik” adalahitusua
fasilitas yang ditetapkan oleh Bank Indonesia denga
memanfaatkan teknologi komputer guna melakukan
pemindahan dana dari satu Rekening Giro ke rekening
lainnya di Bank Indonesia atau ke rekening di Blairknya
di luar Bank Indonesia.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 21
Ayat (1)
Huruf a

Yang dimaksud dengan “SWIFTSqciety For Worldwide
Interbank Financial Telecommunication)” adalah suatu
jaringan internasional untuk keperluan pemindahanad
dan atau pertukaran berita dengan menggunakanlogkno
komputer antar bank dan lembaga-lembaga keuangan

bukan bank yang menjadi anggotanya.



-3-

Hasil olahan komputer dari SWIFT yang digunakaruknt
sarana penarikan Rekening Giro Valas harus memuat
informasi yang diperlukan dalam pemindahan dana
(payment order).
Huruf b
Hasil olahan komputer dari teleks yang digunakatukin
penarikan Rekening Giro Valas harus memuat infesrma
yang diperlukan dalam pemindahan dgvayment order).
Huruf c
Yang dimaksud dengan “sarana elektronik” adalahitusua
fasilitas yang ditetapkan oleh Bank Indonesia denga
memanfaatkan teknologi komputer guna melakukan
pemindahan dana dari satu Rekening Giro ke rekening
lainnya di Bank Indonesia atau ke rekening di Bamknya

di luar Bank Indonesia.

Huruf d
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal Il
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR %057
DASP



